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PUTUSAN
Nomor 1127/Pdt.G/2022/PA.Sglt
=\t z
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXKXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pagarawan, 21
Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Swasta,

pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan

Melati, Pagarawan |, RT.002, Desa
Pagarawan,Kecamatan Merawang, Kabupaten
Bangka, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

melawan

XXXXXXKXXXXXXKXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tempilang, 08
April 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh
Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat
kediaman Gang Jayawijaya |, Kelurahan Parit
Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten

Bangka, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2022
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sungailiat, dengan Nomor 1127/Pdt.G/2022/PA.Sglt tanggal
21 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa, pada tanggal 12 Maret 2010, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merawang, Kabupaten
Bangka, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
69/23/111/2010, tertanggal 12 Maret 2010;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat
berstatus jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat di Sungailiat, selama 6 (enam) bulan lebih,
lalu pindah ke rumah kontrakan di Desa Pagarawan, selama 1 (satu)
tahun, lalu pindah ke rumah pribadi di Desa Pagarawan, selama 11
(sebelas) tahun lebih, dan telah dikaruniai seorang anak bernama
Zayyan Al Gibran, usia 6 tahun;

4. Bahwa, sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan :

a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada
Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, sehingga untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
dari penghasilan Penggugat bekerja;

b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa
sepengetahuan Penggugat, yang mana kegunaan uangnya
tersebut bukan untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat;

c. Tergugat tidak bisa menjadi imam dan kepala rumah tangga yang
baik, yang mana seperti Tergugat tidak bisa membimbing
Penggugat untuk beribadah, dan lain-lain;

5. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan Oktober 2022,
dimana Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mempunyai hutang
kepada orang lain, lalu Penggugat menanyakan langsung kebenarannya
kepada Tergugat, dan Tergugat pun mengakui bahwa Tergugat

mempunyai hutang tersebut dan langsung marah kepada Penggugat.
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Sehingga terjadi pertengkaran dan Tergugat mengancam Penggugat,
lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai
sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa, setelah Tergugat pergi pada awal bulan Oktober 2022,
Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi dan telah berpisah
selama 1 (satu) bulan lebih lamanya;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu
Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat
kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Sungailiat cg. Majelis Hakim yang memeriksa perkara
ini agar memutuskan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(XXXXXXXX XXX XXX XXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXX XXX XXX XX XXXXXXX);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan namun tidak
berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi
dengan bantuan Mediator Komariah, S.H.l, akan tetapi sebagaimana laporan
mediator tanggal 12 Desember 2022 mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban
secara lisan tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya mengakui seluruh

dalil gugatan Penggugat kecuali dalil nomor (4) poin (a);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik
secara lisan tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap pada
gugatannya:

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik
secara lisan tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap pada

jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 69/23/I11/2010 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang, Kabupaten
Bangka, tanggal 12 Maret 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai
cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi
1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di RT.001, Desa Pagarawan,
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah
suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
terakhir di rumah kediaman bersama di Desa Pagarawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang ikut bersama
Penggugat;
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- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 10
(sepuluh) tahun yang lalu;

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena
Tergugat malas bekerja dan sering berhutang;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat
tinggal selama hampir 1 (satu) bulan;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat
tidak pernah rukun kembali;

- Bahwa saksi dan keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.002, Desa
Pagarawan, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah
suami isteri yang sabh;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di rumah milik bersama di Desa Pagarawan;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang ikut bersama
Penggugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi mulai 2 (dua)
bulan yang lalu;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakharmonisan tersebut

adalah karena Tergugat malas bekerja dan sering berhutang;
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- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat
tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat
tidak pernah rukun kembali;

- Bahwa saksi dan keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat

dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah
mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Edi Erdiansah bin Erwin, umur 38
tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat
tinggal di RT.002, Kelurahan Bukit Intan, Kecamatan Gerunggang, Kota
Pangkal Pinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah teman Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah
suami isteri yang sah;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di Desa Pagarawan;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan tersebut Penggugat
dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat berjalan baik dan rukun saja, hanya saja Tergugat
memang sering berhutang;

- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Penggugat dan Tergugat
sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022;

- Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan

Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;
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Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan
kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita
acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian
pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg. juncto
Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah mengikuti
proses mediasi dengan bantuan mediator Komariah, S.H.l. namun berdasarkan
laporan mediator tanggal 12 Desember 2022 mediasi tersebut tidak berhasil.
Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi
ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon
agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan
alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus sejak tahun 2013 yang disebabkan oleh:

a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada
Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, sehingga untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dari
penghasilan Penggugat bekerja;

b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan
Penggugat, yang mana kegunaan uangnya tersebut bukan untuk

kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
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c. Tergugat tidak bisa menjadi imam dan kepala rumah tangga yang baik,
yang mana seperti Tergugat tidak bisa membimbing Penggugat untuk
beribadah, dan lain-lain;

Dan puncaknya pada bulan Oktober 2022, yang mengakibatkan
Penggugat dan Tergugat sejak saat itu pisah tempat tinggal serta tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut
diatas, Tergugat telah mengakui seluruhnya kecuali dalil poin (a);

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dengan
Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah
benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat yang harus diakhiri dengan perceraian. Oleh
karena itu, untuk mengetahui hal tersebut Majelis Hakim membebani
pembuktian kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 2010 yang tercatat di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Merawang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut diatas maka harus
dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah
terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Maret 2010, dan oleh
karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah,
maka Majelis menilai Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki
legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sehingga Penggugat
dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan

dalam perkara ini;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut diatas pula dan
berdasarkan surat gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat
terbukti Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan Penggugat
berkediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan,
maka Majelis berpendapat sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sungailiat berwenang baik secara
absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa,
berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan oleh karena perkara a
quo adalah perkara perkawinan, maka Majelis Hakim menilai saksi 1
Penggugat telah pula memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai Tergugat yang malas bekerja dan sering berhutang adalah fakta
yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg,;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat
telah mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 1 orang saksi saja dalam hukum acara
perdata dikenal dengan istilah unus testis nullus testis, dan berdasarkan Pasal
306 R.Bg. jo. Pasal 1905 KUHPerdata yang pada pokoknya menenkankan
bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam
Pengadilan tidak boleh dipercaya, oleh karena itu keterangan saksi Tergugat
oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta Saksi 1 dan Saksi 2
Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
sah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
terakhir di rumah milik bersama di Desa Pagarawan;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
1 (satu) orang anak, dan sekarang ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar
terus menerus dalam kurun waktu sejak tahun 2013 sampai tahun 2022
dan telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
disebabkan Tergugat malas bekerja dan sering berhutang;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak
ada lagi komunikasi dan hubungan layaknya sebagai suami istri;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan, akan tetapi
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah

pecah (broken mariage) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No0.1127/Pdt.G/2022/PA.Sglt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



=
7

 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai

dengan tujuan perkawinan dan tidak ada harapan untuk hidup dalam

rumah tangga;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam:
1. Al-Qur’an:
4y ] L Lagle #UA Db AT 3504 L@ Wi gdia 38

Artinya: “Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat
menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk
menebus dirinya”. (Al-Bagarah: 229);

2. Al-Hadits:
S () ) s 0 i 0 B 580 s OB bl il e
o RN S5 o ¥ 5 gl e LTl ) A O35
JBI ) 3y 08 a3 EPJ8 SaGGas adle (35 A I3 DG DY
Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: Istri Tsabit bin Qais bin Syammas
datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, “Ya Rasulullah,
sesungguhnya aku tidak mencela dia (suamiku) tentang akhlaq
dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam”.
Kemudian  Rasulullah  SAW  bertanya, “Maukah  kamu
mengembalikan kebunmu kepadanya?”. la menjawab, “Ya”. Lalu
Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), “Terimalah kebunmu

itu dan thalaglah dia sekali”. (HR. Bukhari dan Nasai, dalam Nailul
Authar juz 6, hal. 276);

3. Kaidah fikih:

il s Gy 3l il £ 53
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Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil

kebaikan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas selaras pula dengan
substansi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan dipertegas pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami dan isteri terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
diantara pasangan suami istri yang sulit diharapkan untuk bersatu kembali
dimaknai apabila hubungan suami istri sudah tidak selaras lagi dengan tujuan
perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu
terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmabh;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan
pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang
menunjukkan sepasang suami isteri sudah tidak saling mempedulikan sehingga
maksud pergaulan dalam rumah tangga perkawinan ((,4l=<) yang seharusnya
menjadi pupuk dalam menumbuh-suburkan rasa cinta dan kasih sayang telah
berubah menjadi hama yang menggerogoti dan mengubahnya menjadi
permusuhan dan kebencian (sbacall 43 glaxll);

Menimbang, bahwa dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam
perkawinan dianggap telah pecah (broken marriage), meskipun ikatan lahir
secara hukum masih ada, tetapi perkawinan yang demikian secara rasional
telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu secara mutatis mutandis
suami dan istri sudah tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya

masing-masing, oleh karenanya Majelis berpendapat dalam hal ini tidak lagi

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No0.1127/Pdt.G/2022/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan
pertengkaran tersebut, tetapi lebih ditekankan pada akibat dari perkawinan itu
sendiri, sebagaimana maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38
K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan
Tergugat telah berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena Tergugat
belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan
Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai
Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat

(KXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sungailiat pada hari Jum’at tanggal 23 Desember 2022 Miladiyah
bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh kami Muhamad
Syarif, S.H.l., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Sahram, S.H. dan Ardhi Barkah
Apandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Miladiyah bertepatan
dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum

oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh
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Yulianingrum, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis

H. Sahram, S.H. Muhamad Syarif, S.H.l., M.H.
Hakim Anggota

Ardhi Barkah Apandi, S.H.
Panitera Pengganti

Yulianingrum, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses :Rp 75.000,00
- Panggilan :Rp 165.000,00
- PNBP Panggilan :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp  310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
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